
BUPATI LAMONGAN 
PRO VIN SI JA WA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 21 TAHUN 2022 

TENTANG 

[ SALINAN ] 

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 11 TAHUN 
2022 TENTANG TAMBAHAN PERSYARATAN DOKUMEN PEMILIHAN 

PAKET PEKERJMN KONSTRUKSI 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Surat 
Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan 
Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi 
Penyedia dan Syarat Teknis Dalam Proses 
Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, 
maka Tambahan Persyaratan Dokumen 
Pemilihan Paket Pekerjaan Konstruksi 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati 
Nomor 11 Tahun 2022 perlu dilakukan 
pencabutan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a , perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pencabutan Atas Peraturan 
Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2022 tentang 
Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan 
Paket Pekerjaan Konstruksi . 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) , 
sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730) ; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
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130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-U ndangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan ·Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan . Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-U ndangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
199) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor . 76 Tahun 2021 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
186) ; 



Memperhatikan 

Menetapkan 
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8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
63); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

10.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 593); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 
4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 5); 

12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 
2022 tentang Tambahan Persyaratan Dokumen 
Pemilihan Paket Pekerjaan Konstru~si (Berita 
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 
Nomor 11); 

Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
5 Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan 
Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat 
Teknis Dalam Proses Pemilihan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah tanggal 1 Maret 2022. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS 
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 11 
TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PERSYARATAN 
DOKUMEN PEMILIHAN PAKET PEKERJAAN 
KONSTRUKSI. 
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Pasal 1 

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2022 
tentang Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan 
Paket Pekerjaan Konstruksi (Berita Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 11), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai bedaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Lamongan. 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 21 Maret 2022 

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggal 21 Maret 2022 

BUPATI LAMONGAN, 
ttd. 

YUHRONUR EFENDI 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN, 

ttd. 
MOH. NALIKAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 
TAHUN 2022 NOMOR 21 

Salinan sesuai dengan aslinya 
/ 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

. ·- . ~ : ' '; 
\ ~ 

., JOKO NURSIYANTO 
NIP. 19680114 198801 1 001 


